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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir,
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

S. Upc}ang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);




7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4.
5

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari
daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya mempe?oleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan

- tugas umum pemerintahan.



yang disebut dengan nama lain,

h jah Desa dan Desa adat atau
d e e uan masyarakat hukum yang

6.
selanjutnya disebut Desa adalah kesat 1
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

i i kat setempat berdasarkan
urusan merintahan, kepentingan masyara mj : !
prakarsapr:lasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang d1ak1'4‘1
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republii

Indonesia. _ " p
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemennta an dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. ‘

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penvelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badanpgefmus;’g?varatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. L

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli mlll.k
Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. _

11. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dan
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan.
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset
Desa.

12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk
merumuskan berbagai rincian kebutuhan Barang Milik Desa.

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa
dan tidak mengubah status kepemilikan.

16. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di
Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain
]é)edgiam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan

sa.

- 19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa
tan:ah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
benkut'fasﬂitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dfalam jangka wakt_u tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

20. Bangun Serah Gupa adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa
:;nnz-;{hu olt;h 1i)11lhak lain dengan cara mendirl:kan bangunan dan/atau sarana
: t P:;clr?;lsnya, (]::l)an setelah g.elesal pembanlgunanpya diserahkan

epada tahan. esa untuk didayagunakan pihak lain dalam jangka

e geaktu tertentu yang di:opakati.

- Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan :
i 2 2 dalam bentuk fisik, hukum, dan admli)nistratif. FONGgRIRR A, e ek
i mli:;ad? m?iijxkah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu
o g dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
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;3 Penghapusan adaiah kegiatan menghapus/ memada&ycan Aset Desa dar
puku data mnventans Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk
membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kua&i
pengguna barang danr tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang

vang berada dalam pengguasaannva. _

24 §"rﬂ;mdahmr1mnan adaiah pengalthan kepemilikan "m Desa.

25 Tukar menukar adaiah pemimndahtanganan kepemibkan Aset Desa yany
dilakukan antara Pemenntah  Desa dengan pihak lain dengan
penggannannya dalam bentuk barang.

26 Pemjualan adalah pemindahtanganan Aset
dcn'gan menerma pengganuan dalam bentuk uang.

27 Penvertaan Modal Pemenntah Desa adalah pemindahtanganan Aset Des:
vang semula merupakan kekavaan vang tidak dipisahkan menjac:
kekavaan vang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modz!
Desa dalam BUM Desa dan atau BUM Desa bersama. '

28 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliput’
pembukuan, inventansasi dan pelaporan Aset Desa sesual dengar
ketentuan vang berlaku.

29 Pelaporan adalah penvajan keterangan berupa informasi terkan’
dengan keadaan objekuf Aset Desa.

30. Penilaian adalah suaru proses kegiatan pengukuran vang didasarkan padz
data/fakta vang obvekuf dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis
tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.

31. Tanah Desa adalah tanah vang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintal
Desa sebaga: salah satu sumber pendapatan asl Desa dan/atau untuk
kepentingan sosial.

32. Inventansasi  adalah  kegatan untuk  melakukan pendataan
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.

33. Kodefikasi adalah pembenan kode barang pada Aset Desa dalam rangk-
pengamanan dan kepasuan status kepemilikan.

34 Tanah Kas Desa adalah salah satu kekavaan Desa vang merupakan bagiar.
dan salah satu Aset Desa.

35. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanab
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau saranz
berikut fasilitasnva, dan setelah selesai pembangunannya diserahkar
untuk didavagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu vang disepakaun.

36. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanal
oleh pihak lain dengan cara mendinkan bangunan dan/ atau sarans
heﬁkut.ﬁmilitasn_\'a. kemudian didavagunakan oleh pihak lain tersebu:
d_ahm jangka wakt_u tertentu vang telah disepakati, untuk selanjutny=z
dna:ahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana benku:
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

37. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan carz
menawarkan kepada penawar/pembeli

Desa kepada pihak lai

_ Pasai 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupat ini adalah sebagai pedoman pengelolaan

_ : Pasal 3

- 2 - 53 2y o v Bu - - - -
ﬁmmn_ dﬂsﬂapkan‘ Pa’aturan_ . : pati ini adalah untuk mewujudka:
pengelolaan Aset Desa yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan Aset Desa.

s  Pasal4
R“ﬂnalmgkupyangchamrdalam Peraturan Bupati ini adalah :

€. Tukar Menukar.




F.
1
3
1
1
;
4

(1) Jenis Aset Desa terdin dari :

(2) l&ckayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)
(2)

(3)

4
©

a.
b.

C.

d.

€.
f

kekayaan asli Desa; ) ’
kekayaan milik Desa yang dibeli atau chpem}ch atas beban APB Desa:
kekayaan Desa yang diperoleh dan hibah dan sumbangan

atau yang sejenis; ] o
kcknyaang Desa vang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjan/
kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

hasil kerja sama Desa; dan

kekayaan Desa yang berasal danpcrolchan lain yang sah

(i) huruf a,

terdiri atas :

R PR 0000

tanah kas Desa;

tanah kebun Desa;

tanah gembala;

pasar Desa;

pasar hewan;

tempat penyeberangan;
bangunan Desa;
pelelangan ikan;
pelelangan hasil pertanian;
hutan milik Desa; dan
lain-lain kekavaan asli Desa.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola
Pasal 6

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengeiciaan Aset
Desa sebagaimana dimaksud pada avat {1} Derwenang dan
bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa.

Wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) vaitu :

a.
b.
C;

d.
e.

f.

menetapkan kebijakan pengeiociaan Aset Desa:

menetapkan pembantu pengelola dan pengurus Aset Desa:

' kan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset
Desa;

menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;

mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan &aw@u
penghapusan Aset Desa yang bersifat strategs melalul musyvawarah
Desa;

menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa
sesuai batas kewenangan; dan

menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain (anah dan a&tau

bangunan.

Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada avat (3

“huruf e, berupe kekayaan asli Desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pads syat

 {(2), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannva kepada
- Perangkat Desa.



a dimaksud ayat (5) terdiri dari :
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa; dan
b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagal pengurus Aset Dt::sa,
(7) Pembantu pengelola Aset Desa dan pengurus Aset Desa seDbagaJmana
' dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala J:s-,a. o
(8) Pembantu pengelola Aset Desa dan pengurus  Aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honoranun:i. s
(9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ber_s.umber ari
Desa dan besarannya diatur dengan Peraturan Bupati tentang standar

biaya tertinggi di Desa.

i{6) Perangkat Desa sebagaiman

Pasal 7
(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6ayat (6) huruf a, berwenang dan
bertanggungjawab :
a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharan Aset Desa ;

c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, . penghapusan
dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala
Desa; ) .

d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasl Aset Desa;
dan

e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset
Desa.

(2) Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang

diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah

kepada Kepala Desa;

Melakukan inventarisasi Aset Desa;

Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan

e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

a0

Bagian Kedua
Asas-Asas Pengelolaan AsetDesa
Pasal 8

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan
masalah-masalah dibidang pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan oleh
pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa, pembantu pengelolaan Aset
Desa dan pengurus Aset Desa sesuai fungsi, wewenang, dan
tanggungjawab masing - masing;

b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Aset Desa harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Aset Desa harus
transparan terhadap hak masyarakat Desa dalam memperoleh informasi
yang benar;

d. A.sas efisiensi, yaitu pengelolaan Aset Desa diarahkan agar Aset Desa
digunakan sesuai batasan - batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi pemerintah Desa secara optimal;

e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Aset Desa harus
dapat dlmggungjawabkm kepada masyarakat Desa; dan

f. Asas kepastian nil_ai, yaitu pengelolaan Aset Desa harus didukung oleh
adanya ketepatan Jumlah dan nilai Aset Desa dalam rangka optimalisasi
zﬁ;af:nam dan pgr.nmdahtanganan Aset Desa serta penyusunan Laporan
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Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 9 . e
ang berupa tanah disertifikatkan atas nama remerin esa.
g; ::i Dl?)esas: gl:)erul;:»gal bangunan  harus dilqukapl dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3) Aset Desa dapat diasuransikan sesual kemampuan keuangan
Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. _ ‘ .
(4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagal

pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa. oo
(5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk

mendapatkan pinjaman.

Pasal 10

Pengelolaan Aset Desa meliputi :
Perencanaan;
Pengadaan;
Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan;
Pemeliharaan;
Penghapusan;
Pemindahtanganan;
Penatausahaan;
Pelaporan;
Penilaian;
Pembinaan;

. Pengawasan; dan
Pengendalian.

BgrFT TSR0 o

Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 11
Perencanaan kebutuhan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a, terdiri dari :
a. Perencanaan Kebutuhan Aset Desa untuk 6 (enam) Tahun dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); dan
b. Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu)
tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(RKPDesa) dan dianggarkan dalam APB Desa setelah memperhatikan

ketersediaan Aset Desa yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan
. Pasal 12
(1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Tata cara Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Be:pedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa. :

Paragraf 3

Penggunaan

ST Pasal 13

(1) _gengg%unaan diA_aet Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
. hurut ¢, ditetapkan dalam ran mendukun as
Pemerintahan Desa. iz 8 penyelenggaraan
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(1)

(2)

()

(1
()

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

aplus penggunaan Aaect [esn l“?f‘fﬂpkﬂn B{!liﬂp tahun dcngan hepl'Itusan

epala Desn. :
:\'::mgmm Aset sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan
Keputiaan Kepala Desa.
Paragraf 4
Femaniaatan
Pasall4 g
Pemanfantan Aset Desa sebagaimana r(limaksu‘d dalam Pasa s
hurul d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunaka

lenggaraan Pemerintahan Desa.

untuk menunjang penye
S ] "0 gaimana dimaksud pada ayat (1),

Hentuk pemanfaatan Aset Desa seba
herupa:

A, Mewa,;

b. Pinjam pakai,

¢ Kerjasama pemanfaatan; dan

. Hangun guna serah atau bangun serah guna. '
Pemanfantan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dalam Peraturan Desa,

Pasal 15
Pemanfantan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huraf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3

(tign) tahun dan dapat diperpanjang.
Sewa Aset Desa dilanksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat :

n. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. Objek perjanjinn sewa,

¢. Jenis, luas ntau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;

e. Hak dan kewajiban para pihak;

f.  Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
Persyaratan lain vang dianggap perlu.

Pasal16

Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lainnya serta | embaga Kemasyarakatan Desa.
Pinjam pakai Aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah
bangunan dan Aset bergerak berupa kendaraan bermotor. ’
Jangka waktu pinjam pakai Aset Desa paling lama 7 (tui i

_ _ _ set Des : ujuh
dapat diperpanjang. # MRS Bai o
Pinjam pakai Aset Desa dilaksanakan ber janji

, _ rrdasarkan pe

sekurang- kurangnya memuat: SRS BOOR
&, Para pihak yang terikat dalam perjianjian;
b Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
¢. Jangka waktu pinjam pakai;
d. T‘“Sﬂ;’"g ‘qub peminjam  atas  biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
;!. Enk dan kewajiban para pihak;
- Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g -Parsygmmn lain yang dianggap perlu.




(1)

(2)

(3)

(4)

(5

(©)

(1)

()

Pasal 17

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan serta tanah kas Desa

dan/atau tanaman tumbuh diatasnya dengan pihak lain dilaksanakan

dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan

b. meningkatkan pendapatan Desa.

Kerjasama pemanfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam

APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau

perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan/atau bangunan tersebut;

Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah kas Desa dan/atau

tanaman tumbuh diatasnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap tanah kas Desa dan/atau tanaman tumbuh
diatasnya tersebut; atau

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sumber daya aparatur
pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan tanah kas Desa
dan/atau tanaman tumbuh diatasnya; dan

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan

atau menggadaikan Aset Desa yang menjadi objek kerja sama

pemanfaatan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban,

antara lain :

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
Kerja sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan;dan

c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan

serta tanah kas Desa termasuk tanaman tumbuh diatasnya ditetapkan

dalam surat perjanjian yang memuat :

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek kerja sama pemanfaatan;

b. jangka waktu;

hak dan kewajiban para pihak;

penyelesaian perselisihan;

keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan

peninjauan pelaksanaan perjanjian.

"o oo

Pasal 18
Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain
dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas tersebut.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka
waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.




(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh
Bupati.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang
menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung

(1

biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan
surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 19
) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama
20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah

(3)

(4)

(1)

(@)

guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu
dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh
Perangkat Daerah yang terkait.

Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna
diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan
berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek bangun guna serah/ bangun serah guna;

jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
penyelesaiaan perselisihan;

keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);

persyaratan lain yang dianggap perlu; dan

bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari
pelaksanaan bangun guna serah atau bangun guna serah harus
dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama
Pemerintah Desa.

R0 owp

Pasal 20
Pemanfaatan melalui sewa dan pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis
dari Camat.
Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau

bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 21

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17

dan Pasal 18 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas
Desa.

Paragraf 5
Pengamanan
Pasal 22

(1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e,
wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan

dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

b, fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan

“jumlah barang dan hilangnya barang;



h dan bangunan dilakukan dengan cara

tanda batas;

sebagaimana dimaksud pada huruf c
panan dan pemeliharaan; dan
melengkapi bukti status

c. pengamanan fisik untuk tana
pemagaran dan pemasangan

d. selain tanah dan bangunan

dilakukan dengan cara penyimpa

pengamanan hukum antara lain dengan

kepemilikan.

(3) Biaya Pengamanan
(2) dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 6
Pemeliharaan
Pasal 23
{1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APB Desa.

e.
Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 10 huruf f,

Paragraf 7
Penghapusan
Pasal 24
(1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal IQ
huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari
buku data inventaris Desa.
(2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain :
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; dan/atau
c. sebab lain.
(3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan
sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris
Aset milik Desa.
(4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dengan ketentuan:
a. berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau
tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan
keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
(5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :
a. hilang;
b. kecurian; dan
c. terbakar.

Penghapu Aset D g oo

: san Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) van
bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara danyditfatllgkag
dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

_- : Pasal 26
_(1). Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
@ tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
et dibua;l ettgimpu;:;; Seba?;rnnax_m dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
e _B"" . m - _ dltctapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
3
(4)
5

(6)

(1)

(@)

Pasal 27

ili i i dampak pembangunan,

lik Desa yang Desa-nya dihapus sebagai :

3:1tgn;::cnggantin§ra %iiscrahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai
ndapatan daerah. _

i:et Ifl?lik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan,

antinya menjadi pendapatan Desa.

3:nng pcpi%lggganﬁyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan  untuk

mban an sarana prasarana Desa. '

Kcsct miligl:n[l)csa yang Desa-nya dihapus dan /atau digabung dqlarx_m'rangka

penataan Desa, Aset Desa yang Desa-nya dihapus menjadi milik Desa

yang digabung.

Pasal 28 o
Aset Desa dari Desa hasil perubahan status rncr_ljfldl kelurahan
ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah

Kabupaten.
leh Kelurahan yang berubah

Aset Pemerintah Kabupaten yang dikelola o ; .
status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan Aset Desa.

Aset Desa dari Desa hasil pembentukan Desa maka pembagian

Asetnya dilakukan melalui pembentukan tim yang difasilitasi oleh Camat.

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; c.
penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perwakilan

masing- masing Desa.

Serah terima Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Paragraf 8
Pemindahtanganan
Pasal 29
Bentuk pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf h, meliputi :
a. tukar menukar;
b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa tanah dan/atau bangunan, atau tanah kas Desa dan/atau
tanaman tumbuh diatasnya  milik Desa hanya dilakukan dengan

tukar menukar dan penyertaan modal.
Pasal 30

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf

b, apabila :
a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam

b.

zlexzdukuD ng p;cnyelenggaraan Pemerintahan Desa;
se esa rupa tanaman tumbuhan dan ternak i

' . N yang dikelola
olehbri’:i::enntahan Desa, seperti pohon Jati, meranti, bambu, sapi dan
penjualan Aset sebagaimana dimaksud

; . : pada huruf a dan huruf b

C;:?t dﬂakI:Jl:an melalui penjualan langsung dan/atau lelang;

Jualan. i tg:-lmg stagmmana dimaksud pada huruf ¢ antara lain meja,
kursi, puter, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;

_."'penjua}anm'claluilelangae' Jaimana di ;
kendaraan bermotor, pcralamsin? imaksud pada huruf c antara lain




ruf d dan huruf e dilengkapi

i imaksud pada hu
agaimemen, Com ditetagkan dengan Keputusan Kepala Desa

penjualan seb
dengan bukti penjualan dan
R G imana dimaksud pada huruf d dan huruf

b

_ uang hasil penjualan sebaga ; _
i e dir%lasukka}:lcdalam rekening kas Desa sebagal pendapatan asli Desa.

Pasal 31
Proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan
ketentuan sebagai berikut : : .
a? kepala Desa membentuk panitia lelang melalui musyawarah Desa;
b. panitia lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah 3 (tiga) orang,
Ererer Ki Panitia Lelang
1. Sekretaris Desa sebagai Ketua Panitia : . ‘ o
2. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Sekretaris Panitia

Lelang; dan -
3. Perangkat Desa lainnya sebagai Anggota Panitia Lelang.
c. panitia lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
d. dilaksanakan secara terbuka di tempat yang ditetapkan

e. diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa minim

sebelum pelaksanaan lelang; )
f Panitia lelang tidak boleh mengikuti dalam penawaran dalam objek yang

dilelang;
g. dapat diikuti peserta lelang dari masyarakat Desa lain;
h. peserta lelang menyerahkan jaminan berupa uang kepada panitia lelang
pada saat mendaftar;
i. nilai jaminan ditetapkan oleh panitia lelang; dan
biaya pelaksanaan lelang dibebankan pada APB Desa.

oleh panitia lelang;
al 7 (tujuh) hari

Pasal 32
(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa).
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah
Kas Desa dan/atau bangunan yang berada diatasnya.

Paragraf 9
Penatausahaan
Pasal 33
(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset
Desa dan diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa.
(3) Pengurus Aset Desa menyampaikan laporan Aset semesteran dan

tahunan kepada Kepala Desa.

Paragraf 10
Penilaian
: Pasal 34
Pem.cr_mtah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan
pemlman_ Aset Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

e - e Pasal 35
2%&; m Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam rangka
S an pemmdahtanganfm. berupa tanah dan/atau bangunan serta

sa dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.




Pasal A0

Fortnat Neputusan Kepala Desa tentang l'r-a\mtm'ml's ;‘:1
| 4 Acara dan Format Reputusa .
B s Kot TR v ventaris Aset Dena aebagaimana

' . format Buku (o
} hapusan Aset Desia serta Forma ! : . ¢ ne
:::::knrui dalam Pasal 13 avat (2), Panal 25, Pasal 20 ayal i{)]ltlan‘ Ilnu:alk.m
avat {1) tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpianhkan

dar Peraturan Bupatt ini

atus Penggunaan Aset
Kepalihn Desa tentang

BAB IV
TURAR MENURAK

Pasnl A7
Aset Desa berupa  tanah  melalud tukar menukar

Pemindahtanganan .
. at (1) huruf a terdiri dari :

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ay
a. Untuk Kepentingan umum,

b, Bukan untuk kepentingan umum; dan

¢. Tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk

kepentingan umum,

Hagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 38
(1) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurufl a,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:
a, Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti
rugl  sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan

menggunakan nilai wagar hasil perhitungan tenaga penilai,

b. Apabila tanah pengganti belum  tersedia maka  terhadap tanah
pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang,

¢. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
digunakan untuk membel tanah pengganti yang senilai;

d. Tanah pengganti  sebagaimana  dimaksud pada huruf ¢
diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan

e. Apabila lokasi tanah pengganti  tidak tersedia  di Desa
setempat sebagnimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti
dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan
lain vang berbatasan langsung.

Pasal 39
(1) ’l‘ukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
dilakukan dengan tahapan :
a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati i '
A pati  terkait  hasil
Muayawm.h Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan
calon lokasi tanah pengganti berada pada Desa setempat;
b, :f:’t::ll{a Dlea; t men}::mpaikan permohonan  izin  kepada Bupati
selanjutnya  F i mener 5 iZi '
ikl \ upati  meneruskan permohonan izin kepada
{2) :epabtl::m::‘l;a;i. ts]\\nah pengganti  tidak tersedia di Desa setempat
baga imaks - ! e di de
5550 aksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dilakukan dengan
a. E:gz:l:i m::g:mmn “T{ial;}enn lapangan  dan  verifikasi  data
: ebenaran e ‘mi
AN D e materil  dan formil yang

b, Dalam hal sebagaim
: ma; ;
. m“g‘ﬁmpﬂhkan lceg:. ey g:nt;rt!:ebut dalam huruf a, maka Bupati dapat
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(1) Tinjauan lapangan sebagaimana di

{2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(3)

(4)

(1)

(2)
3

(1)

(2

(3)

pangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud

disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya

¢. Hasil tinjauan la
sebagai bahan pertimbangan

pada huruf b
disampaikan kepada Gubernur
tujuan;

i g M gaimana dimaksud huruf c,

d. Sebelum pemberian persetujuan seba i :
Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi

data; dan
Setelah Gubernur membe
Desa menetapkan Peraturan

Desa.

selanjutnya Kepala

rikan persetujuan,
kar tanah milik

Desa tentang tukar menu

Pasal 40
maksud dalam Pasal 39 ayat (2)

tahui secara materil kondisi fisik

tanah milik Desa.

39 ayat (2) dilakukan

untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri
BPD, pihak yang melakukan tukar

oleh unsur dari Pemerintah Desa, :
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengggnu,
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak

dan/atau instansi terkait lainnya.

Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh

para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:

a. Hasil musyawarah Desa;

b. Letak, luasan, harga wajar,
penggunaannya; dan

c. Bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

dilakukan untuk melihat dan menge :
lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti

tipe tanah Desa berdasarkan

Pasal41
Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang
yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan
selain untuk tanah.
Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas
Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Bukan Untuk Kepentingan Umum
= Pasal 42
kar menukar tanah milik Desa bukan untuk

' ' ) pembangunan
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hu%‘uf b
hanya dapat dllakl{kan apabila ada kepentingan nasional yang lebih
penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan
Rencan.a Tata Ruang Wilayah (RTRW).
fi{mmdgan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana
oy m:;lmn | pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan
Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

- ketentuan :
A ‘Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti

- rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa an
ORI s den e
© nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai: g menggunakan

; b‘ by ilis = . 5
i, T‘anah penggann diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
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' i i ti ia di Desa setempat
. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia .
’ s;)lfagaimana dimaksud pada huruf b, tanah .penggant: dapat
berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain

yang berbatasan langsung.

Pasal 43 :
Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tu

Desa; ‘
b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setela}-h

mendapat izin dari Bupati, dan Gubernur, dan Dila]:)orkan kepada Menteri;
c. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b,

terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada hu_ruf %
keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang
disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan

mengikutsertakan tenaga penilai;

f. Tim Kajian Kabupaten sebagaim
pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntun
tidak merugikan Aset Desa; dan

g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan
pertimbangan; dan

h. Hasil kajian sebagaimana dimaksu
Gubernur untuk permohonan izin.

kar menukar tanah milik

ana dimaksud pada huruf e melakukan
gkan Desa, dan

d pada huruf g disampaikan kepada

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 44

(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu
hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah
milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan
tukar menukar ke lokasi Desa setempat.

(2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna.

(3) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan
; t];nah plf;ngggntinya dan memperhatikan nilai wajar;

. Ditetap. engan Peraturan Desa

L eian g tentang tukar menukar Tanah
c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pad i

setelah mendapat izin dari Bupati. R B D

Pasal 45
Q:Et Desa yang @tukarkan gebagaima.na dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38
an Pasal 39 dlhapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggantin *a;
dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa. ;

Pembiay admini i i
! k::i:n ahmmmtrasl proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan
49¢rﬁ52_ dan b o Deaa’ pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal
s i asal. S dlb_ebankan kepada pihak pemohon. ,



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

i Pasal47 .
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa dilakukan

e (2) gicgt?i:::r? " dan pengawasan pengelolaan Aset Desa sebagaimans

":zfa dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan melalui Camat.

< Ber BAB VI

: Repnt® PEMBIAYAAN

i Pasal 48

o ib administrasi pengelolaan Aset Desa,

B Dalam rangka pelaksanaan terub a

iy pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

gegestind BAB VII

e KETENTUAN PERALIHAN

X Bepss Pasal 49

gt = Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan

s pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses

ol sebelum ditetapkannva Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan

;",;’f; sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

o Peme

B B BAB VIII

- pass: KETENTUAN LAIN-LAIN

MCK & Pasal 50

m:; (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa

it yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

. PeE (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan

ot kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Ha
i (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa

aan FE
:-;2‘ yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada
aan P Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
& Be sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
s BAB IX
.3::: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri

o
< Hilir.

?ER!TA DAERAH KABUPA’I‘EN'INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020 NOMOR 14




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan
aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan

Aset Desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ......... (Nama Desa)
NOMOR ...... TAHUN .........
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
KEPALA DESA .....iiiiiiiiniene.
Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa .............ccccoeevinnn. ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor ........ Tahun
2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
Dst.

MEMUTUSKAN

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,
APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan
digunakan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ....................
sebagaimana terlampir;

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1)
merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku
Inventaris Aset Desa;

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat
didayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .................
pada tanggal .................

KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........ (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No. Jenis Kode Asal usul Barang Ket.
Barang | Barang
Kekayaan APBDesa Perolehan Lain
Asli Desa Yg Sah
1 2 3 4 5 6 7
(Nama Desa) ....... , tanggal ...............
KEPALA DESA ........... (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk  Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang yang digunakan

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli
Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/ pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang

sah;
Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani
oleh Kepala Desa.




B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ................. (Nama Desa)

Pada ..... Tanggal ..... kami yang tertanda tangan di bawah ini
selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas
aset Desa berupa ..... eeenneens Jeereeenaans

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut
semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan
biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut
diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan
Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan
disampaikan kepada Kepala Desa .................. (Nama Desa) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa .....cccu...... , tanggal ..................
SEKRETARIS DESA Yang Bertandatangan dibawah ini :
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa Pengelola/Pengurus

Aset Desa,



BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
DESA ............. KECAMATAN ...ccoovvevernnnncnnens
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari ini ..cceee.. tanggal ..eeeeene bulan ...cccceeeeennen. tahun
.................... , Pemerintah Desa ................ Kecamatan ................. Kabupaten
Indragiri Hilir telah mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD beserta anggota, Ketua RT dan RW,
Tokoh Masyarakat, Ketua LPM dan PKK yang membahas Penghapusan Aset
Desa berupa «eeeeeeeseescees.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui untuk menghapus aset Desa berupa .......cccccecevvviinennenes dari
Buku Inventaris Aset Desa Per tahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa dibuat untuk digunakan

seperlunya.

Desa.............. s eerreeeneeena 2020

Ketua BPD Kepala Desa ....cccceeveevennenns



B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KEPUTUSAN KEPALA DESA ......... (Nama Desa)
NOMOR ...... TAHUN .........

TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA ......... (Nama Desa)

a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa .........

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun........ Tentang Pengelolaan Aset Desa.

5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor ........ Tahun



Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

1.

......... Tentang pengelolaan Aset Desa;

Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Desa Pemerintahan Desa ............... Nomor : .....
Tahun ..........

MEMUTUSKAN:

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

Desa .......... yang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau  hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa..cccccevenennnn.. sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .................
pada tanggal .................
KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No Jenis Banyak Asal usul Barang Tahun Ket.
Barang nya Perolehan/
Barang Pembelian
Kekayaan APB Perolehan
Asli Desa | Desa | Lain Yg Sah
1 2 3 4 5 6 7 8
Desa ..c.cceeuenenn. , tanggal ..................
Petugas/Pengurus Barang Milik Desa
PPt
Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

Setelah diisi seluru

Diisi dengan nomor urut;

Diisi dengan jenis barang;

Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan

Asli Desa;

: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;
: Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan

lain yang sah;
: Tahun Perolehan/ Pembelian;

: Keterangan
hnya maka pada:

-kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan
Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
-kiri bawah dketahui oleh Kepala Desa.




C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA ......ccoiiiiiiiiiiiiienns

TAHUN ...l
Kode Lokasi Desa @ ...c.ccoveuvenennennenn.
Jenis Kode | Identitas Tangg
No barang | barang | barang Asal usul barang lFl’Deerrgl %el?_él r{ Ket
APBDesa | Perolehan Aset/
Lain Yg | Kekayaan
Asli Desa
Sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4 M
E
MENGETAHUI : Desa ....cocuennen. , Tanggal ............... 20..
SEKRETARIS DESA PETUGAS/PENGURUS
Selaku Pembantu Pengelola BARANG MILIK DESA
Barang Milik Desa
(e eme et e et )
(e e )
Petunjuk Pengisian
Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
Kolom 1 Dusz dengan nomor urut;
Kolom 2  : Diisi dengan jenis barang;
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
Kolom 4  : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;
Kolom 6  : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;
Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Desa;
Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;
Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah dusz seluruhnya maka pada :
- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus
Barang Milik Desa;
kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
Desa.




